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Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja
dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan
dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang
berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori,
asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi
kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Ketentuan
terkait mutasi diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang merupakan hasil dari
kesepakatan pengusaha dan pekerja, demi mencegah kesewenang-wenangan, pengusaha harus mengacu
pada Pasal 32 Undang-Undang K etenagakerjaan dalam memberikan perintah mutasi, agar seimbang,
pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi dengan alasan
mangkir. Pekerja berhak untuk mengajukan penolakan terhadap perintah mutasi namun masih berkewajiban
untuk menjalankan perintah mutasi sembari melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menunda atau
membatal kan perintah mutasi.

...... This study discusses disputes that occur due to termination of employment (LAY OFFS) because a
worker is considered absent from work because of refusing work transfer orders from employers and how to
resolve the disputes. The studies are performed based on theories put forward by experts and applicable
national laws and regulations, as well as an analysis of company regulations used in this study. This research
uses a juridical-normative method because it focuses on laws and regulations, theories, principles, concepts,
and legal principles by analyzing them. The data obtained from literature studies and document studies are
analyzed using descriptive-qualitative methods. General requirements related to work transfer are regulated
in employment agreements or company regulations, which are the result of the agreements between
employers and workers. To prevent arbitrariness, employers must refer to Article 32 of the Manpower Law
in providing work transfer orders. To balance it, employers also have the right to lay off workers who refuse
transfer because workers are considered absent from work. Workers have the right to reject atransfer order,
but are still obliged to carry out the transfer order while making the necessary efforts to postpone or cancel
the transfer order.</p>
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